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DENGAN RAHVIAT IT HAN VANG MAHA ESA 

BUPATI ( I A M I S 

Mcnimbang 

a bahwa dengan di leiapkanm a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. 
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat (4), maka 
berdasarkan potensi daerah serta penggalian Pendapatan Ash Daerah 
perlu diatur tentang Pajak Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang 
Burung Walet dan sejentsnya : 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Menginga! 

!. Undang-undang Nomor !4 Tahun 1950, tentang Pemenntahan Daerah 
Kabupaten dalam 1 ingkungan Jawa Rarai (Berita Negara Tahun 
1950); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.. Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209 ) ; 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997. tentang Badan Penyeiesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3684); 

4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun S997. tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42. 
Tambahan 1 embaran Negara Nomor 3686). 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3835 ) ; 

7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusa! dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 

8. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983. tentang Pelaksanaan 
Undang undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana 
t Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3691); 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3691 ) ; 
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10 Keputusan Presiden Nomoi 44 .'Iahun 1999, tentang Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang Rancangan Pcraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden ; 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang 
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ciamis. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.Nomor 2 Tahun 2001. tentang 
Perangkat Daerah. * ., 

13 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001. tentanu 
Penyidik Pegawai Ncgcri Sipi! 

Dengan persetujuan 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A ' I D A E R A H 
K A B l P A T E N T EAM IS 

\ I E V I I 1 1 S k A N : 

Menetapkan; 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S T E N T A N G 
P A J A K P E N G E L O U A A N DAN P E N G U S A H A A N SARANG 
BURUNG W A L E T DAN SEJEN1SNYA. 

BAB I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis :,' 
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b Pemenntah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 

c Bupati adalah Bupati Ciamis ; 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Badan Legisiatif Daerah ; 
e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 
f Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis ; 
g. Kepala Dmas adalah Kepala Dmas Pertanian Kabupaten Ciamis : 
h. Badan adaiah. suatu bentuk badan usaha yang melipuit perseroan 

terbatas, perseroan kornarsditer. perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan. firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang 
sejenis, iembaga, daua penstun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
usaha lainnya: 

i Pajak Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan 
sejenisnya yang selanjutnya disebut pajak pungutan Daerah atas 
Pengeioiaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya ; 

j Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya 
adalah rangkatan pembinaan habitat pengendalian populasi burung 
walet dan sejenisnya serta bentuk kegiatan pengambiian sarang burung 
walet dan sejenisnya dthabitat alarm dan diluar habitat a lami , 

k. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk meiaksanakan pembayaran 

I. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan Pengeiolaan dan 
Penausahaan Sarana Burung Water dan sejenisnya ; 

m. Burung walet adaiah satwa liar yang termasuk marga coliocalia, yaitu 
coliocalia fuchiapcu, coliocalia maxima, coliocalia esculenta dan 
coliocalia l inrnt: 

n Pengeiolaan burung walet dan sejenisnya adalah rangkatan pembinaan 
habitat dan pengendalian populasi burung walet dan sejenisnya 
dthabitat alami dan diluar habitat alami: 
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Pengusahaan burung walet dan sejenisnya adalah bentuk kegiatan 
pengambilan sarang burung walet dan sejenisnya dihabitat alami dan 
diluar habsiai alami 
Habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan tempat 
burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang secara alami ; 
Diluar habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan 
tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang yang 
diusahakan dan dibudtdayakan, 
Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi. 
kawasan suaka alaro dan kawasan pelestarian alam ; 
l okasi adalah suatu kawasan lempat tertentu dimana terdapat sarang 
burung walet dan sejenisnya baik pada habitat alami maupun dilutir 
habitat alami . 
Kawasan pelestarian alam adaiah kawasan dengan cm khas tertentu. 
baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan 
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa. serta pemanfaatan secara lestan sumber alam 
hayati dan ekosistemnya , 
Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik 
didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 
kehidupan ; 
Penemu gua sarang burung walet dan sejenisnya adalah seseorang atau 
sekeiompok orang yang diakui oieh masyarakat sekitar sebagai 
penemu gua sarang burung walet dan sejenisnya yang tidak 
mempunyai hak alas sarang burung walet letapi diberi imbalan sctelab 
ada jahnan persetujuan dengan perndik tempat; 
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adaiah sural yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran 
Pajak yang terutang tnenurut peraluran-peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
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x. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
sural yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lam 
yang ditetapkan oleh Bupati; 

y. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
terutang; 

z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut 
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah 
yang masih harus dibayar; 

aa Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB T, adalah Sural Keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ; 

bb Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang : 

ec Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi l , yang selanjutnya disingkat 
SKPDN. adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak , 

dd Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STP1X adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda ; 

ee Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Ciamis ; 
f f Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam 
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah . 
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gg. Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipii yang selanjutnya 
dapal disebut penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti i tu membuat terang tindak pidana dibidang retnbusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya ; 

BAB. II 

NAMA O B Y E K DAN SUB Y E K P A J A K 

Pasal 2 

Dengan nama Pajak Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 
dan sejenisnya dipungut Pajak atas setiap Pengeiolaan dan Pengusahaan 
Sarang Burung Walet dan sejenisnya. 

Pasal 3 

(1) Obyek Pajak adalah semua Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang 
Burung Walet dan sejenisnya ; 

(2) Pajak Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan 
sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mehputi : 
a. Lokasi sarang burung walet dan sejenisnya berada d i : 

1 Habitat alami 
2. Diluar habitat alami 

b. Sarang burung walet dan sejenisnya yang berada dihabitat alami 
mehputi; 
1 Kawasan hutan negara 
2Kawasan konservasi 
3. Gua alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak 

mil ik perorangan atau adat 
c Sarang burung walet dan sejenisnya yang berada diluar habitat 

alami mehputi: 
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1. Bangiman 
2. Rumah, gedung 

Pasal 4 

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan 
mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya. 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meiaksanakan 
pengeiolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya. 

BAB 111 

DASAR P E N G E N A A N DAN T A R I F P A J A K 

Pasal 5 

(1) Besarnya i ant' Pajak ditetapkan berdasarkan luas bangunan X Index 
gangguan X Tarif (Index gangguan untuk burung walet ditetapkan 
bcrnilai 7) 

(2} Besarnya tan f pajak ditetapkan sebagai benkui: 
a Burung Walet Rp 5 000.-
b Burung Kapims Rp 500,-

B AR IV 

MAS A P A J A K , S A A T P A J A K T E R U T A N G DAN S I R A T 
P E M B E R S T A H l AN P A J A K I) A E R A IS 

Pasal 6 

Masa Pajak adaiah jangka waktu yang lamanya 1 (satu (tahun 
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Pasa! 7 

Pajak terutang dalam roasa pajak tcrjadi pada saat perusahaan tersebut 
berproduksi. 

Pasal 8 

Penarikan pajak tidak terikat kepada usaha yang telah atau tidak memiliki 
« --wu *-L J— _-»»-4-«-i .T # I * SJT, i - -T i . - I ! rv-i Wrt VvnErti-

! i . t i i .s^i to. Uittttt! t t i au u t u u j a i i ! ticeuntit. 

Pasal9 

11) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ; 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) harus diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau 
kuasanya ; _ 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) harus disampaikan 
kepada Bupati selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah 
berakhimya pajak ; 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. 

B A B V 

T A T A C A R A P E R H I T U N G A N DAN P E N E T A P A N P A J A K 

Pasal 10 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 
Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ; 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang 
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 ( t iga puluh ) hari sejak 
SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 
% ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 
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Pasal I ! 

( t ) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayal (1) digunakan untuk menghitung. 
memperhitimgkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang ; 

(2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Bupati dapat menerbitkan ; 
a. SKPDKB: 
b SKPDKBT: 
c. SKPDN. 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 
a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan dihitung dan 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak , 

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua person) sebulan 
dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak 

c. Apabila kewajiban mengiss SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 25 % dan pokok pajak ditambah sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak ; 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan 
apabila ditemukan data baru atau data yang semula beium terungkap 
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
( seratus persen ) dan jumlah kekurangan pajak tersebut; 
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(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan 
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ; 

(6) Apabila kewajthars membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tsdak 
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan ; 

<7) Penambahan jumlah pajak yang tenitang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendin 
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan ; 

B A B V I 

T A T A C A R A P E M B A Y A R A N 

Pasa! 12 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ; 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, 
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
tambatnya I \ 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati , 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 13 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ; 
(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan ; 
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(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari jumlah pajak yang bclum atau 
kurang dibayar; 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan 
setelah memenuhi persaratan dengan dikenakan sebesar 2 % ( dua 
persen ) sebulan dari jumlah pajak yang bclum atau kurang dibayar ; 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud 
pada aval (4) ditetapkan oleh Bupati , 

Pasal 14 

(!) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicataf dalam buku 
penenmaan . 

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Bupati. 

BAB ATI 

T ATA C A R A PEN A G I H AN P A J AK 

Pasa! 15 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lam yang sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 >; 
tujuh ) han sejak saat jatuh tempo pembayaran ; 

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau 
Sural Penngalan atau Sural lain yang sejenis Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terutang . 
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(3) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
atas nama Bupati 

Pasat 16 

{1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Sural Teguran atau Sura! 
Peringatan atau surat lam yang sejenis, jumlah pajak yang harus 
dibayar ditagih dengan surat paksa; 

(2) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa segcra 
setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak tanggal Surat teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasal17 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 
24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas atas 
nama Bupati segcra menerbitkan Surat Perintah meiaksanakan penyitaan 

Pasat 18 

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi 
utang pajaknya setelah lewat 10 { sepuluh ) hari sejak tanggal 
pelaksanaan Surat Perintah meiaksanakan penyitaan, Kepala Dinas atas 
nama Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan 
kepada kantor 1 .clang Negara 

Pasal19 

Setelah Kantor Lelang menetapkan han tanggal, jam dan tempat 
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segcra secara 
tertulis kepada wajib pajak. 
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Pasal 20 

Bentuk, jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan 
penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati 

B A B V I I I 

P E N G U R A N G A N , K E R I N G A N A N DAN P E M B E B A S A N 

Pasal 21 

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan 
pengurangan kennganan dan pembebasan pajak ; 

(2) Tata eara pemberian pengurangan, kennganan clan pembebasan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 

B A B IX 

T A T A C A R A P E M B E T U L A N , PE M B A T A L A N , 
PENGURANGAN K E T E T A P A N DAN PENGHAPUSAN 

A T A U PENGURANGAN SANKSI A D M I N I S T R A S I 

Pasal 22 

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib pajak dapat 
a Membetuikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKB 1 atau STPD 

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hiiung, dan atari kekaiiruan dalam perse ra pan Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

b Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak 
benar; 

e, Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 
bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahan. 
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(2) Permohonan pembetulan, pembatalan. pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada aval 
( i ) , harus disampaikan secara lertults oleh Wajib Pajak kepada 
Kepala Dmas atas nama Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (t iga 
puluh ) han sejak tanggal ditenma SKPD, SKPDKB, SKPDKBT. 
atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ; 

(3) Kepala Dinas atas nama Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak 
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, 
sudah harus memberikan keputusan ; 

(4) Apabila setelah lewat 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Kepala Dinas alas nama Bupati tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
dianggap dikabulkan. 

BAB X 

K E B E R A T A N DAN BANDING 

Pasal 23 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 
melaui Kepala Dinas atas suatu: 
a SKPD; 
b. SKPDKB ; 
c, SKPDKBT ; 
d S K P D L B ; 
e. SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 
( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB 
dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan diluar kekuasaannya ; 
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(3) Kepaia Dmas atas nama Bupati daiam jangka waktu pahng iama 
12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sesudah memberikan 
keputusan; 

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas ) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Dmas atas nama Bupati tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap 
dikabulkan ; 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , tidak 
menunda kewajiban membayar pajaknya. 

Pasa! 24 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan setelah 
diterimanya keputusan keberatan ; 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (! ), tidak 
menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 25 

Apabila pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan 
pembayaran Pajak dikcmbalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2 % ( dua persen ) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) 
bulan. 
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B A B X I 

P E N G E M B A L I A N K E L E B I H A N P E M B A Y A R A N P A J A K 

Pasa! 26 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran 
pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara tertulis dengan 
menyebutkan sekurang-kurangnya : 
a. Nama dan alamat wajib pajak ; 
b. Masa pajak; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak : 
d. Alasan yang jelas. 

(2) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memberikan keputusan . 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, 
Kepaia Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 
(satu) bulan. 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, 
Kepala Dinas, atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 
% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pajak. 
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Pasa! 27 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak 
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran 
dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran 

BAB X I I 

K A D A L I W A R S A 

Pasal 28 

(1) 1 lak untuk melakukan penagihan Pajak kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhstung sejak saai 
terutangnya Pajak, kecuaii apabila Wajib pajak melakukan tindak 
pidana di Bidang Perpajakan Daerah ; 

(2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I ) tertangguh apabila : 
a Diterbitkan Surat Teguran dan Sural Paksa atau 
b. Ada pengakuan utang Pajak dan Wajib Pajak baik langsung 

maupun tidak langsung. 

BAB X I I ! 

KF.TF.NTI f AN PIDAN A 

rasai ZV 

(1) Wajib pajak yang karena kcalpaannya tidak menyampaikan SPTPD 
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
meiampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 ( satu ) tahun dan atau denda paling banyak 2 ( dua ) kali 
jumlah pajak yang terutang ; 
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(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah 
dapat dipidana dengan pidana pcnjara paling lama 2 ( dua ;• tahun 
dan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah pajak yang 
terutang 

Pasal 30 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntm 
setelah meiampaui jangka waktu 10 \ sepuluh ) tahun sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian 
1 ahun Pajak atau berakhirnya tahun Pajak. 

BAB X I V 

P E N Y I D I K A N 

Pasal 31 

(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemenntah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penvidikan tindak pidana di Bidanu Peroatakan Daerah atau 
1 I I—' • - m) 

Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku , 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah ; 

a. Menenma, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang 
Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas : 
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b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang 
Perpajakan Daerah dan Retrjbusi; 

c Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan 
Daerah dan Retribusi ; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan 
Daerah dan Retnbusi: 

e. Melakukan penggeledahan atau mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lam, serta 
melakukan menyitaan lerhadap bahan bukti tersebut : 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan nndak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan 
Retnbusi : 

g. Menyuruh berhenti. tnelarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa idcnlitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e : 

h Memotrct seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di 
Bidang Perpajakan Daerah dan Retnbusi; 

I Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau sakss; 

j . Menghentikan penyidikan . 
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k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran nenvidikan 
tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retnbusi 
menurut hukum yang bertanggung jawab. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannva 
n x p u u u l Liiumui U i i i U I i i , I I K . I O I U I px-ip ixi ifv j .n_jauai i O l i S i i N x . U i i . i a 

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Hukum Aeara Pidana yang berlaku 

B A B X V 

K E T E N T U AN P E M T U P 

Pasal 32 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka ketentuan yang telah ada 
beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini , 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh 
Rupali 

Pasal 34 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. 

Disahkan di Ciamis 
pada tanggal 27-6-2001 

B U P A T I C I A M I S 

Cap/ttd. 

H . O M A S A S M I T A S, S H . MSi 

Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal 28-6-2001 

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B l P A T E N 
C I A M I S 

Cap/ttd. 

Drs. H . I B M AND B K U S U M A H , SH. MS. MM 

L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S 
I A H I N 2001 N O M O R 1 S E R I A 
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PFNJELASAN 

A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N C I A M I S 

N O M O R 27 T A H U N 2001 

T E N T A N G 

P A J A K P E N G E L O L A A N DAN P E N G U S A H A A N 
S A R A N G B U R U N G W A L E T DAN S E J E N I S N Y A 

I. PENJELASAN U M I M . 

Pajak Daerah, adalah merupakan satu perwujudan 
kewajiban masyarakat dalam peranserta memngkatkan Pendapatan 
Ash Daerah guna pembiayaan pembangunan Daerah, sehubungan 
dengan hai tersebut maka Pajak Daerah merupakan saiah satu 
sumber pendapatan Daerah yang harus dikembangkan dan 
ditingkatkan sesuai dengan perkembangan petnbangunan. 

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
pada Pasal 2 ayat (4), maka berdasarkan potensi Daerah serta 
penggalian Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Pajak 
Pengeiolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan 
sejenisnya dengan Peraturan Daerah. 
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P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L 

Pasal I 

Pasal ini rnenjelaskan bebcrapa istilah yang dipergunakan 
dalam Peraturan Daerah ini , dengan maksud agar terdapat 
pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam 
penafsiran dapat dihindarkan. 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal4 
Cukup jelas 

Pasa! 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal7 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 
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PasaS 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasa) 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasa! 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
C ukup jelas 



Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cuk up jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasai 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasai 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas 



Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 


